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Abstrak 
 

Keberlangsungan menjalankan nilai-nilai keagamaan di Indonesia saat ini tidak hanya mencakup 
peribadatan wajib saja. Sistem nilai-nilai keagamaan yang mengatur dibidang kemanusiaan dan 
sosial juga dilindungi dan ditetapkan mekanisme serta aturannya. Hal ini menggambarkan betapa 
kompleksnya suatu agama bahkan sampai mengatur urusan-urusan privat dalam hajat hidup setiap 
manusia yang ada. Salah satu keberadaan nilai keagamaan dalam keberlangsungan kehidupan 
dibidang sosial adalah wakaf. wakaf merupakan salah satu amalan ibadah yang termasuk ke dalam 
amalan jariyah, yaitu amalan yang tak akan terputus nasab atas pahalanya sekalipun orang yang 
menyedekahkan telah meninggal dunia. Pada kenyataanya walaupun hingga saat ini aturan 
mengenai sistem perwakafan di Indonesia telah diciptakan, masih saja terdapat beberapa 
permasalahan mengenai perwakafan yang terjadi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif 
yang bersifat sifat deskriptif. Data Primer, sekunder diperoleh dan diolah menggunakan alat 
pengumpul data dan dianalisis secara kualitatif demi menghasilkan gambaran hasil berupa 
kesimpulan pada akhir penelitian nantinya. Bentuk peralihan wakaf dzurri menjadi wakaf khairi 
berdasarkan putusan nomor 1480/pdt.g/2018/pa.lpk adalah pihak keturunan  nazhir akibat 
meninggalnya nazhir tanpa diketahui dan disetujui oleh keturunan wakif merubah dan mengalihkan 
bentuk wakaf yang semula merupakan wakaf dzurri menjadi wakaf khairi secara melawan hukum. 
Syarat dan Ketentuan peralihan bentuk wakaf dzurri menjadi wakaf khairi berdasarkan sistem hukum 
wakaf di Indonesia antara lain syarat dan ketentuan mengenai para pihak yang terlibat dalam 
peralihan bentuk wakaf dzurri menjadi wakaf khairi serta syarat dan ketentuan formil dalam peralihan 
bentuk wakaf, Akibat Hukum yang Timbul Atas Peralihan Bentuk Wakaf Dzurri Menjadi Wakaf Khairi 
antara lain akibat hukum terhadap kedudukan harta wakaf, akibat hukum terhadap hak atas objek 
wakaf serta akibat hukum terhadap para pihak yang terlibat dalam peralihan bentuk wakaf atas 
tindakan yang dilakukan secara melawan hukum dan bertentangan dengan peraturan perundangan 
yang berlaku.  
 
Kata kunci: Wakaf, Tanah, Peralihan bentuk  
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1. PENDAHULUAN 

Agama merupakan suatu hal terpenting dalam keberlangsungan hidup seorang 
manusia yang hidup di berbagai wilayah di belahan dunia manapun. Agama merupakan 
layaknya rumah konstitusi bagi keseluruhan nilai dan norma yang sangat dibutuhkan rohani. 
Melalui agama semua nilai kehidupan menjadi lebih tertata rapi tanpa adanya dorongan 
untuk saling menindas dan saling menghancurkan antar manusia dalam mencapai 
kepentingannya. Agama menjadi dasar fundamental pula dalam terbentuknya suatu nilai dan 
dasar dalam berkehidupan dan berbangsa. Layaknya yang tercipta pada dasar negara 
Pancasila, dimana agama beserta nilai Ketuhanan Nya terletak tepat pada sila pertama dari 
kelima sila yang ada. Hal itu menggambarkan betapa pentingnya agama dalam kehidupan 
manusia.  

Indonesia merupakan salah satu negara yang turut menempatkan Agama sebagai salah 
satu hak yang dilindungi bagi setiap warga negaranya. Hal ini tertuang dalam alinea ke IV 
Preambule Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, dimana salah satu dasar 
negara Republik Indonesia adalah Ketuhanan yang Maha Esa. Hak untuk menjalankan 
agama juga diatur dalam batang tubuh konstitusi negara Republik Indonesia tepatnya pada 
Pasal 29 ayat 1 dan UndangUndang Dasar RI Tahun 1945. Keberlangsungan menjalankan 
nilai-nilai keagamaan di Indonesia saat ini tidak hanya mencakup peribadatan wajib saja. 
Sistem nilai-nilai keagamaan yang mengatur dibidang kemanusiaan dan sosial juga 
dilindungi dan ditetapkan mekanisme serta aturannya. Hal ini menggambarkan betapa 
kompleksnya suatu agama bahkan sampai mengatur urusan-urusan privat dalam hajat 
hidup setiap manusia yang ada.   

Tujuan dari penerapan nilai-nilai serta kaidah keagamaan merupakan salah satu 
langkah demi menciptakan rasa ketertiban dan keadilan di dalam masyarakat. bahkan rasa 
kepastian hukum pun dapat diciptakan melalui keberadaan nilai-nilai dan norma tersebut.   
”Soebekti dalam buku Zainal Asikin berpendapat bahwa “hukum itu mengabdi pada tujuan 
negara, yaitu mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan bagi rakyatnya. Dalam 
mengabdi pada tujuan negara itu dengan menyelenggarakan keadilan dan ketertiban. 
Tujuan hukum yang bersifat universal adalah, Ketertiban, Ketentraman, Kedamaian, 
Kesejahteraan, Kebahagiaan dalam tata kehidupan bermasyarakat” 

 Berdasarkan pandangan Soebekti mengenai hukum yang tujuannya adalah mengabdi 
terhadap negara demi mendatangkan kebahagiaan bagi rakyatnya, peran agama hadir 
dalam menggaransikan ketertiban hukum melalui keberadaan nilai-nilai serta norma agama 
yang berjalan beriringan dan saling mengisi kekosongan satu dengan lainnya. Hukum tak 
bisa selamanya hanya berpandangan hanya kepada keberadaan hakim dalam 
menyelesaikan perkara semata. Tak jarang hakim cenderung sebagai corong undang-
undang, hal ini mengabaikan keadilan yang hidup di masyarakat yang terus berkembang. 
Hukum positif dapat menjamin kepastian hukum, tetapi baru lengkap apabila disusun 
dengan prinsip keadilan. 
 
2. METODE PENELITIAN  

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat sifat deskriptif. Data 
Primer, sekunder diperoleh dan diolah menggunakan alat pengumpul data dan dianalisis 
secara kualitatif demi menghasilkan gambaran hasil berupa kesimpulan pada akhir 
penelitian nantinya.  
 
3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  
Syarat dan Ketentuan peralihan bentuk wakaf dzurri menjadi wakaf khairi berdasarkan 
sistem hukum wakaf di Indonesia  

Wakaf berdasarkan jenis dan peruntukannya terbagi menjadi dua, yaitu wakaf dzurri 
atau biasa disebut juga dengan wakaf ahli, dan wakaf Khairi atau wakaf umum. Wakaf dzurri 
merupakan wakaf yang ditujukan kepada ahli waris beserta keturunannya dalam 
memanfaatkan harta wakaf. Adapun wakaf khairi adalah wakaf yang ditujukan kepada 
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umum dalam pemanfaatan atas objek harta yang telah diwakafkan tersebut. berikut ini 
syarat dan ketentuan peralihan bentuk wakaf tersebut.  
1. Syarat dan ketentuan mengenai para pihak yang terlibat dalam peralihan bentuk 

wakaf dzurri menjadi wakaf khairi  
Mengulas mengenai peralihan bentuk wakaf tersebut, merujuk pada ketentuan Pasal 36 

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Dalam hal harta benda wakaf 
ditukar atau diubah peruntukannya, Nazhir melalui PPAIW mendaftarkan kembali kepada 
Instansi yang berwenang dan Badan Wakaf Indonesia atas harta benda wakaf yang ditukar 
atau diubah peruntukannya itu sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam tata cara 
pendaftaran harta benda wakaf. Pada isi Pasal tersebut dijelaskan bahwa terhadap objek 
yang menjadi harta wakaf, dalam hal ditukar bentuk dan/atau tempatnya maupun diubah 
peruntukannya dapat dilangsungkan oleh nazhir melalui keberadaan PPAIW (Pejabat 
Pembuat Akta Ikrar Wakaf) dan mendaftarkan kembali kepada instansi yang berwenang 
termasuk Badan Wakaf Indonesia.  

Pertama, membahas mengenai kedudukan nazhir dalam pengalihan bentuk wakaf. 
Merujuk pada ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, disebutkan 
harta benda wakaf harus didaftarkan atas nama Nazhir untuk kepentingan pihak yang 
dimaksud dalam AIW sesuai dengan peruntukannya. Berdasarkan isi Pasal tersebut dapat 
disimpulkan bahwa peran nazhir sangat penting, yaitu sebagai seseorang yang 
mendaftarkan objek wakaf dan terhadap wakaf tersebut berada atas namanya demi 
terselenggaranya kemanfaatan atas pengelolaan wakaf tersebut. Akibat dari nazhir yang 
tercantum namanya pada Akta Ikrar Wakaf maka nazhir dalam hal ini memiliki tanggung 
jawab penuh dalam proses penyelenggaraan atas kemanfaatan objek yang diwakafkan.  

Nazhir juga berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) masih dari atuan yang sama, 
mengenai harta yang menjadi objek wakaf disebutkan terdaftarnya harta benda wakaf atas 
nama Nazhir tidak membuktikan kepemilikan Nazhir atas harta benda wakaf. Disini 
dimaksudkan bahwa terhadap kepemilikan penuh terhadap harta tersebut tidaklah jatuh 
kepada nazhir, walaupun wakaf tersebut terdaftar atas namanya. Hal ini juga membuktikan 
bahwa kedudukan nazhir bukan sebagai pemilik atas harta wakaf, melainkan sebagai 
pengurus yang telah dibebani tanggung jawab oleh pihak yang saling berkaitan.  
2. Syarat dan ketentuan formil dalam peralihan bentuk wakaf dzurri menjadi wakaf 

khairi  
Adapun dalam proses peralihan bentuk wakaf tersebut juga haruslah memperhatikan 

keberadaan syarat formil dalam proses peralihannya. Hal tersebut tak terlepas dari aturan 
yang telah ada tentang mekanisme pengalihan bentuk wakaf yang sesuai dengan 
perundang-undangan. Di samping itu pelaksanaan peralihan bentuk wakaf sesuai dengan 
kebijakan dan aturan yang ada lebih menjamin terkait kedudukan harta benda wakaf juga 
mengenai hak pengelolaan harta benda wakaf tersebut.  

Merujuk pada Pasal 32 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf 
disebutkan PPAIW atas nama Nazhir mendaftarkan harta benda wakaf kepada Instansi yang 
berwenang paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak akta ikrar wakaf ditandatangani. 
ketentuan tersebut jelas menyatakan bahwa setiap tindakan wakaf yang akan 
diberlangsungkan haruslah dilakukan pendaftaran harta benda wakaf kepada instansi yang 
berwenang. Hal ini ditujukan guna mendapatkan kepastian hukum terhadap hak pengelolaan 
atas harta benda wakaf.   

Sistem pendaftaran tersebut tak jarang seringkali menjadi hal yang diabaikan oleh pihak 
yang melangsungkan wakaf. Hal ini dikarenakan banyak yang melangsungkan wakaf hanya 
berdasarkan rasa kepercayaan semata, padahal hal tersebut sangat berguna untuk 
mendaftarkan harta benda wakaf tersebut, dikarenakan menyangkut mengenai kepastian 
hukum terhadap status harta benda wakaf tersebut dan juga terkait siapa yang berhak 
mengelolanya.  

Begitupun dengan adanya pengalihan bentuk terhadap bentuk wakaf yang sudah ada 
sebelumnya. Terhadap pengalihan bentuk tersebut mestilah dan wajib untuk didaftarkan 
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kembali oleh nazhir kepada instansi yang berwenang demi terselenggaranya ketertiban 
hukum. Mengenai pendaftaran pada aturan tersebut, juga telah bersesuaian dengan 
perbandingan kebijakan hukum lainnya perihal pencatatan khususnya terkait hak atas tanah.   

Hal itu bisa dilihat pada contoh kebijakan seperti perjanjian peralihan (khusunya jual beli 
dan hibah) hak atas tanah, kecuali melalui lelang, untuk tanah-tanah yang sudah terdaftar 
ha-rus dalam bentuk tertulis dalam akta pejabat pembuat akta tanah (vide Pasal 37 PP 
Nomor 24 Tahun 1997); Perjanjian peralihan (khususnya perjanjian jual beli dan hibah) hak 
milik atas tanah satuan rumah susun, kecuali melalui lelang, harus dalam bentuk tertulis 
dalam akta pejabat pembuat akta tanah (vide Pasal 37 PP Nomor 24 Tahun 1997); 
Perjanjian pemindahan hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun dengan 
lelang harus dalam bentuk tertulis dalam akta pejabat pembuat akta tanah (vide Pasal 41 PP 
Nomor 24 Tahun 1997).  
Akibat Hukum yang Timbul Atas Peralihan Bentuk Wakaf Dzurri Menjadi Wakaf Khairi  

Proses peralihan bentuk wakaf dzurri menjadi wakaf khairi menyebabkan terjadinya 
pergeseran atas kedudukan harta wakaf maupun hak pengelolaan atas objek wakaf 
tersebut. Hal tersebut jelas merupakan suatu peristiwa hukum sebab terjadi dan didasari 
oleh tindakan hukum yang dilakukan oleh para pihak yang terlibat dalam prosesnya. Maka 
jelas, dikarenakan peristiwa tersebut merupakan dan tergolong sebagai suatu peristiwa 
hukum, maka lahirlah akibat-akibat hukum yang terjadi setelahnya. Berikut ini merupakan 
akibat hukum yang timbul atas dampak peralihan bentuk wakaf dzurri menjadi wakaf khairi.  
1. Akibat hukum terhadap kedudukan harta wakaf  

Peralihan bentuk wakaf yang terjadi merupakan termasuk salah satu bentuk upaya yang 
dapat dilakukan dalam kegiatan wakaf. Hal ini disebabkan wakaf memiliki berbagai jenis 
termasuk berdasarkan bentuk wakafnya itu sendiri. Dalam hal ini perubahan yang terjadi 
adalah peralihan bentuk wakaf dzurri menjadi wakaf ahli serta dampak yang ditimbulkan 
terkait kedudukan harta wakaf tersebut. Namun sebelumnya mestilah diulas lebih dahulu 
apa perbedaan antara wakafwakaf tersebut.  
2. Akibat hukum terhadap hak atas objek wakaf  

Akbiat dari peralihan bentuk wakaf dzurri menjadi wakaf khairi atas objek sengketa yang 
merupakan harta benda wakaf pada kasus tersebut, maka terhadap hak-hak yang dimilki 
oleh masing-masing pihak yang terlibat mengalami pergeseran dan bahkan terjadi 
pengalihan hak atas peristiwa tersebut. Hal ini jelas menimbulkan dampak bahkan 
melahirkan kerugian bagi salah satu pihak yang bersengketa. Peralihan bentuk wakaf 
tersebut jelas menimbulkan peralihan hak-hak atas pengelolaan objek sengketa yang 
merupakan harta benda wakaf. Peralihan hak pengelolaan tersebut terjadi akibat dari 
pergeseran kedudukan para pihak yang menjadi penanggung jawab atas keberadaan wakaf 
tersebut. Selain itu bentuk wakaf yang awalnya merupakan wakaf keluarga (wakaf dzurri) 
yang kemudian berubah menjadi wakaf khairi juga turut serta menjadi faktor pergeseran 
serta peralihan hak pengelolaan atas objek sengketa yang merupakan harta benda wakaf 
tersebut.  

Adapun mengenai hak-hak pengelolaan tersebut yang merupakan tugas dan fungsi 
nazhir seperti yang tertuang dalam Pasal 13 (1) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 
2006 menyebutkan nazhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 7 dan Pasal11 
wajib mengadministrasikan, mengelola mengembangkan, mengawasi dan melindungi harta 
benda wakaf. Adapun ayat (2) disebutkan nazhir wajib membuat laporan secara berkala 
kepada Menteridan BWI mengenai kegiatan perwakafan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1).   

Pertama, mengenai hak atas pengelolaan tersebut, atas tugas yang diemban seorang 
nazhir, dalam melaksanakan tugasnya nazhir berhak memperoleh manfaat atau keuntungan 
berdasarkan ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf 
yang menyebutkan dalam melaksanakan tugas sebagaimana.dimaksud dalam Pasal 11, 
Nazhir dapat menerima imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta 
benda wakaf yang besarnya tidak melebihi 10% (sepuluh persen). Hal tersebut jelas menjadi 
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keuntungan bagi pihak yang telah mengalihkan bentuk wakaf serta menjadikan dirinya 
nazhir tersebut dan menyebabkan terjadinya peralihan hak pula atasnya.   

Kedua, tidak hanya akibat peralihan hak atas pengelolaan saja yang kemudian 
menimbulkan kerugian-kerugian bagi salah satu pihak. Peralihan bentuk wakaf yang semula 
merupakan wakaf dzurri kemudian berubah menjadi wakaf khairi juga nyatanya telah 
menyebabkan kerugian, khususnya terhadap pihak keturunan wakif yang merupakan 
penerima atas manfaat objek wakaf tersebut. Memang pada dasarnya wakaf dzurri hanya 
ditujukan kepada siapa yang ingin dikehendaki oleh wakif. Merujuk pada peristiwa ini wakif 
menunjuk peruntukan wakaf dzurri kepada keturunan-keturunannya yang merupakan bagian 
dari anggota keluarga sang wakif.   

Pada akhirnya dari kedua bentuk peralihan hak tersebut, pihak-pihak yang seharusnya 
menerima hak-haknya sesuai yang diatur dalam peraturan perundangan berdasarkan 
kedudukannya masing-masing, akibat dari peralihan bentuk wakaf tersebut harus menelan 
kerugian-kerugian besar, terkhusus bagi keturunan wakif. Hal ini akibat pihak tersebut akibat 
tidak mendapat pemberitahuan dan tidak memberikan persetujuan terkait peralihan bentuk 
yang dilakukan secara sepihak, pihak keturunan wakif juga harus kehilangan hak-haknya 
atas pengambilan manfaat terhadap harta benda wakaf yang merupakan aset dari sultan 
dari kesultanan Serdang, dampak dari tindakan peralihan aset wakif yang dilakukan secara 
melawan hukum.  
3. Akibat hukum terhadap para pihak yang terlibat dalam peralihan bentuk wakaf  

Akibat dari peralihan bentuk wakaf yang terjadi, maka kedudukan para pihak yang 
terlibat dalam pengelolaan wakaf tersebut jelas mengalami perubahan pula. Peralihan 
bentuk tersebut yang semula merupakan bentuk wakaf dzurri lalu berubah menjadi wakaf 
khari menyebabkan terjadinya pergeseran kedudukan antar para pihak yang terlibat dalam 
sengketa wakaf tersebut. Hal tersebut sesuai dengan bentuk wakaf tersebut yang memiliki 
perbedaan termasuk dalam sistem manajemen dan kepengurusannya. Pihak pertama yang 
merupakan keturunan dari wakif atas nama yayasan keluarga wakaf darwisjah sebelumnya 
menjadi yang bertanggung jawab atas keberlangsungan wakaf dzurri atas objek harta benda 
wakaf yang disengketakan tersebut. Yayasan tersebut jelas memiliki alasan kuat atas 
keberlangsugnan pengelolaan wakaf, disebabkan bentuk wakaf selama ini adalah dalam 
wujud wakaf dzurri. Terkait hal tersebut jelas merujuk kepada bentuk wakaf dzurri yang 
merupakan wakaf yang ditujukan spesifik terhadap sekelompok tertentu dalam hal ini 
ditujukan kepada keturunan yang menjadi bagian dari keluarga wakif.  

Wakif yang merupakan pemilik hak atas objek benda wakaf sebelum diwakafkan 
merupakan seorang sultan dari kesultanan serdang, yang kemdian mewakafkan sejumlah 
hartanya termasuk tanah yang menjadi objek sengketa wakaf. Tanah tersebut kemudian 
diwakafkan dalam bentuk wakaf dzurri dengan pertimbangan dapat menjadi pegangan dan 
diambil manfaatnya oleh keturunan-keturunan sultan tersebut.Hal itu menjadi dasar 
pertimbangan karena sultan menganggap sejumlah kemungkinankemungkinan yang 
nantinya akan terjadi di masa yang akan datang seperti saat ini. Tujuannya tak lain hanya 
mengacu pada pemenuhan kebutuhan keluarga serta demi kesejahteraan keluarga beserta 
keturunannya kelak. Hal ini bukan berarti wakif tidak ingin mencapai tujuan dari nilainilai 
wakaf yang sebenarnya yaitu demi kemasalahatan umat, melainkan mepertimbangkan 
kebutuhan-kebutuhan dasar yang juga menjadi tanggung jawab wakif kepada 
keturunanketurunannya kelak.  

Meskipun begitu, pada dasarnya sistem pengelolaan wakaf yang diberlangsungkan oleh 
wakif selama ini diserahkan kepada nazhir dengan alasan-alasan bahwa sesuai dengan 
aturan hukum yang berlangsung setelahnya (setelah wakif wafat) yang kemudian dipegang 
kendali hak atas wakaf tersebut kepada keturnan-keturunan dari wakif tersebut, wakaf yang 
telah didaftarkan tersebut dalam bentuk wakaf dzurri diserahkan pertanggungjawaban 
pengelolaannya kepada nazhir dalam bentuk nazhir perseorangan yang berjumlah tiga 
orang. Hal ini mengacu pada aturan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 
2004 tentang wakaf dimana sekalipun wakaf dikelola oleh nazhir perseorangan, jumlah 
nazhir tersebut mestilah teridiri dari minimal tiga orang yang dipertanggungjawabkan atas 
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pengelolaan wakaf tersebut. Kebijakan tersebut juga merujuk pada ketentuan Pasal 4 
Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Aturan Pelaksana Undang-Undang 
Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf menyebutkan: pada ayat (1) Nazhir perseorangan 
ditunjuk oleh Wakif dengan memenuhipersyaratan menurut undang-undang.  

a. Ayat (2) Nazhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib didaftarkanpada Menteri 
dan BWI melalui Kantor Urusan Agama setempat.  

b. Ayat (3) Dalam hal tidak terdapat Kantor Urusan Agama setempatsebagaimana 
dimaksud pada ayat (2), pendaftaran Nazhir dilakukan melalui Kantor Urusan Agama 
terdekat, Kantor Departemen Agama, atau perwakilan Badan Wakaf Indonesia di 
provinsi/kabupaten/kota.  

c. Ayat 4) BWI menerbitkan tanda bukti pendaftaran Nazhir.  
d. Ayat (5) Nazhir perseorangan harus merupakan suatu kelompok yang terdiri dari 

paling sedikit 3 (tiga) orang, dan salah seorang diangkat menjadi ketua.  
e. Ayat (6) Salah seorang Nazhir perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) 

harus bertempat tinggal di kecamatan tempat bendawakaf berada.  
Selanjutnya setelah adanya penetapan tersebut yang menyerahkan pengelolaan wakaf 

kepada tiga orang nazhir yang kemudian mendaftarkan wakaf tersebut kepada badan wakaf 
indonesia. Ketiga nazhir tersebutlah yang kemudian mengelola wakaf dalam kurun waktu 
selama masa hidupnya. Selama dalam pengelolaan dibawah pertanggungjawaban nazhir 
tersebut, segala bentuk laporan pertanggungjawaban atas pengelolaan wakaf tersebut terus 
dilaporkan kepada badan wakaf indonesia serta kepada keturunan wakif untuk kemudian 
dilihat seberapa besar pengambilan manfaat atas objek wakaf tersebut. Tindakan tersebut 
seusai dengan ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf 
yang menyebutkan nazhir mempunyai tugas:   

a. rnelakukan pengadministrasian harta benda wakaf;   
b. mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, 

dan peruntukannya;   
c. mengawasi dan melindungi harta benda wakaf;   
d. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.  

  
4. KESIMPULAN 

Bentuk peralihan wakaf dzurri menjadi wakaf khairi berdasarkan putusan nomor 
1480/pdt.g/2018/pa.lpk adalah pihak keturunan  nazhir akibat meninggalnya nazhir tanpa 
diketahui dan disetujui oleh keturunan wakif merubah dan mengalihkan bentuk wakaf yang 
semula merupakan wakaf dzurri menjadi wakaf khairi secara melawan hukum.  

Syarat dan Ketentuan peralihan bentuk wakaf dzurri menjadi wakaf khairi berdasarkan 
sistem hukum wakaf di Indonesia antara lain syarat dan ketentuan mengenai para pihak 
yang terlibat dalam peralihan bentuk wakaf dzurri menjadi wakaf khairi serta syarat dan 
ketentuan formil dalam peralihan bentuk wakaf dzurri menjadi wakaf khairi berdasarkan 
ketentuan UndangUndang Nomor 41 Tahun 2004 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 42 
Tahun 2006 tentang Wakaf.  

Akibat Hukum yang Timbul Atas Peralihan Bentuk Wakaf Dzurri Menjadi Wakaf Khairi 
antara lain akibat hukum terhadap kedudukan harta wakaf, akibat hukum terhadap hak atas 
objek wakaf serta akibat hukum terhadap para pihak yang terlibat dalam peralihan bentuk 
wakaf atas tindakan yang dilakukan secara melawan hukum dan bertentangan dengan 
peraturan perundangan yang berlaku.  
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